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PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan narkotika telah melibatkan anak yang kerap dimanfaatkan
sebagai kurir narkotika oleh para bandar narkotika. Anak yang berhadapan
dengan hukum sebagai kurir narkotika dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukum
yang serius dan berdampak pada masa depan anak. Penjatuhan hukuman
pidana berimplikasi terhadap anak yakni tidak terpenuhinya hak-hak anak,
sehingga dibutuhkan adanya kebijakan hukum pidana yang menekankan
pendekatan rehabilitatif pada proses pemidanaan anak sebagai kurir narkotika
dengan dilakukannya diversi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Merumuskan bahwa sekalipun aturan memiliki kekurangan, hakim tetap
melakukan upaya perlindungan terhadap anak dengan memberikan setengah
dari ketentuan pidana penjara bagi anak-anak. Hakim berupaya untuk tidak
hanya memberikan sanksi, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka
panjang anak tersebut serta memungkinkan untuk memperbaiki kesalahan dan

membimbing anak kembali ke jalan yang benar.
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Saran

Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika
mencerminkan upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak
anak, dengan menegakkan aturan-aturan yang tegas terhadap mereka yang
memanipulasi anak-anak untuk kegiatan ilegal seperti pengedaran narkotika,
pemerintah dan sistem hukum berusaha keras untuk menghentikan eksploitasi
anak-anak dan melindungi masa depan mereka. Saran untuk ius constituendum
yang dapat peneliti sampaikan kepada pembentuk undang-undang adalah
memperbaharui Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperlukan agar pelaksanaan
diversi dapat diterapkan sesuai dengan prinsip umum Konvensi Hak Anak, di
mana diversi dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana yang dilakukan
oleh anak dan menjamin hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan

kesempatan dalam pelaksanaan diversi.
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